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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا Fathah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو  ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
A a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
U u dan garis di atas 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
 مْي  ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر  نا  فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة  ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا ف ْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 
 Contoh : 
 ا ن َّب  ر : rabbanaa 
 ا ن ْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي  ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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 Contoh : 
  َصً َّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ََّسن اَ ة  ن  سن  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
َ عْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
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dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ٰهاللّ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا ن ْي  د diinullah َ ٰاللّا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
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diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata  sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al -, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
 contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
 Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
xvi 
 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
NAMA : Ayu Setiawati 
NIM : 10300113224 
JUDUL : Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah 
Tangga ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus LBH 
APIK Makassar) 
 
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Perlindungan bagi Anak 
Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Hukum 
islam.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan yaitu: 1) 
Bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang 
dilakukan LBH APIK Makassar, 2) pandangan hukum Islam terhadap perlindungan 
bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif-
empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan 
syar’i. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul 
dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk perlindungan bagi anak 
korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan LBH APIK Makassar yaitu  
memberikan perlindungan secara bersama-sama agar anak tidak mengalami 
kekerasan yang berulang, memberikan pendampingan secara ligitasi dan non ligitasi, 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-hak anak, melatih perempuan, 
masyarakat untuk memberikan informasi tentang hak dan perlindungan anak, dan 
membentuk pelatihan jurnalistik., 2) Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan 
bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu anak sebagai generasi penerus 
dan karunia dari Allah maka dari itu orang tua diwajibkan untuk menjaga anak-anak 
baik itu anak kandungnya maupun anak orang lain sesuai dengan QS. At-Tahrim ayat 
6. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Seharusnya LBH APIK Makassar 
tidak hanya berfokus pada tahap pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam 
rumah tangga., 2) Anak merupakan karunia dari Allah maka dari itu orang tua sebagai 
pihak yang di amanahkan menjaga dengan baik. 
 
 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar RI 1945.
1
 Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak 
yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan  didunia yang 
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan 
hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap 
berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Fundamental Rights and Freedoms Of 
Children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
2
 
Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak 
berhadapan  dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk –bentuk 
kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab 
terjadinya kekerasan. Orang tua memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan 
sabuk, sapu dan benda –benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiyaan ringan 
tetap saja perbuatan yang dilakuka dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan 
rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya mana semata-mata merupakan 
tujuan si penindak.
3
 
                                                             
1
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
2
Waluyadi, Hukum perlindungan anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009). h. 1. 
3
Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2001). h. 12. 
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Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. 
Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, 
tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekeraas dilakukan 
atau alat yang dipakai, masing-masing  tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan 
tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak 
sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, 
seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) 
disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan 
perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga di sebut domestik violence 
(kekerasan domestik).
4
 
Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(selanjutnya disingkat UU RI No. 39 tahun 1999) dan Undang-Undang RI Nomor  
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU RI No. 35 tahun 
2014) dan terakhir dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya  disingkat UU RI No. 23 
tahun 2004). Peraturan-peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur 
tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara, namun perlindungan terhadap hak-hak anak 
masih memerlukan penangganan serius karena bersifat lebih spesifik. Serta Undang-
Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
                                                             
4
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis 
Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).  h. 1. 
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Di Indonesia jumlah kekerasan anak meningkat setiap tahunnya, berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan  oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 
tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 
4311 kasus dan pada tahun 2014 ada 5066 kasus.
5
 
Evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukan bahwa 91 persen anak 
menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6 persen di lingkungan sekolah 
dan 17,9 persen di lingkungan masyarakat.
6
 
Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan 
Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2015 terdapat 887 
kasus kekerasan anak.
7
 Data kekerasan anak di Makassar berdasarkan laporan: LBH 
Apik Makassar : 458 kasus, YKPM Fik Ornop Sulsel : 165 kasus, P2TP2A 
Polrestabes  Makassar : 78 kasus, Kejari Makassar : 52 kasus, LPA Sulsel : 14 kasus, 
LBHP21 : 10 kasus.
8
   
Syarat yang dikhendaki oleh Allah SWT tertuang dalam firman QS. Al-
Ma’idah 5/8 
                       
                             
            
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KPAI: Pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat, dari www.kpai.go.id, (7 Juni 
2017). 
6
KPAI, dari www.kpai.go.id, (7 Juni 2017). 
7
KPAI, dari www.kpai.go.id, (7 Juni 2017). 
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KPAI, dari www.kpai.go.id, (7 Juni 2017). 
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Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.”9 
Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang 
berakal dan otoritas kehendak Allah  SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah 
antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada 
masyarakat pada umumnya. Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut 
perlindungan anak ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya, baik hak 
jasmani maupun rohani, material maupun spritual. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai sangat urgen untuk dilakukan 
penelitian terkait Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Ditinjau Dari Perspektif  Hukum Islam. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
9
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Cet. I; Depok Sabiq, 
2012).  h. 70. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan bagi anak korban KDRT di 
LBH Apik Kota  Makassar 
2. Deskripsi Fokus 
a. Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10
 
b. Korban menurut KBBI adalah orang yang menjadi menderita (mati dan 
sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.
11
 
c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12
 
d. Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum 
yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku 
mukallaf(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, 
yang mengikat bagi semua pemeluk agamaIslam.
13
 
 
                                                             
10
Lihat pasal 1 poin 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
11
KBBI, dari www.kbbi.web.id, (7 Juni 2017). 
12
Lihat pasal 1 poin 15a UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak. 
13
Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Islam, dari www.pengertianpakar.com, (7 Juli 
2017). 
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C. Rumusan Masalah 
 Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 
pokok masalah yang akan menjadi objek pembahasan. Adapun batasan masalah yang 
dimaksud adalah bagaimana Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan pokok masalah tersebut 
maka akan dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah 
tangga yang dilakukan LBH Apik  Makassar ? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan bagi anak korban 
kekerasan dalam rumah tangga ? 
D. Kajian Pustaka 
 Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Perlindungan Bagi Anak 
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. 
Ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain: 
1. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak Di Indonesia, penerbit PT Refika Aditama, 2014; Buku ini 
membahas secara menyeluruh mengenai probematika dan hak-hak anak serta 
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
2. Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, penerbit Aswaja Pressindo, 
2016; Buku ini membahas ruang lingkup hukum perlindungan anak, penerapan 
perlindungan anak dan aspek-aspek lain terkait perlindungan anak di Indonesia. 
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3. Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia, penerbit 
Universitas Indonesia bekerjasama dengan UNICEF Indonesia; Buku ini 
membahas secara lengkap mengenai situasi dan keadaan yang dihadapi oleh 
anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Dalam buku ini juga terdapat 
beberapa teori dan langkah yang harus dilakukan untuk melindungi dan 
mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. 
4. Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, penerbit  PT Citra 
Aditya Bakti, 2015; Buku ini menjelaskan tentang hukum pidana anak dan 
implementasinya di Indonesia. 
5. Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek Dan 
Permasalahannya, Penerbit Mandar Maju, 2005; buku ini menjelaskan secara 
mendalam mengenai teori, praktek dan permasalahan dalam peradilan anak. 
Dengan melihat beberapa literatur yang dikemukakan di atas tidak ada yang 
membahas tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga 
ditinjau dari perspektif hukum Islam (Studi Kasus LBH APIK Makassar. Namun ada 
satu dua yang menjelaskan tentang anak korban kekerasan dalam rumah tangga 
secara umum tetapi belum signifikan dalam mengemukakan tentang hal tersebut 
karena itu diperlukan penelitian lanjutan. 
 
 
 
8 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah 
tangga yang diberikan LBH APIK Makassar. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan bagi anak 
korban kekerasan dalam rumah tangga. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
2) Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian 
selanjutnya. 
b. Kegunaan praktis  
1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan terhadap 
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 
2) Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga 
diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang upaya pencegahan 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak 
1. Pengertian perlindungan anak. 
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan 
anak adalah segala paktik untuk memastikan dan melindungi anak dan hak-haknya 
agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari penderaan, kekerasan 
dan diskriminasi.
1
 
Dengan demikian, pada dasarnya anak harus dilindungi karena mempunyai 
ketergantungan yang amat tinggi kepada semua penganjur perlindungan anak yaitu 
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sudah barang tentu, 
masing-masing mempunyai peranan yang berbeda dan fungsi di mana kasus 
seluruhan saling berkaitan antara satu sama lain di bawah pengertian perlindungan. 
Kewujudan keperluan anak untuk mendapatkan perhatian yang mencukupi, 
baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara, pada dasarnya telah lama 
ada seperti lamanya kebudayaan manusia itu sendiri, malaupun satu bentuk perhatian 
yang diberikan sangat berbeda-beda menurut kemajuan era. 
Perlindungan anak adalah semua upaya yang dilakukan untuk mewujudkan 
keadaan agar semua anak dapat menjalankan hak dan kewajiban yang diberkaitan 
dengan pembagunan dan pertumbuhan mereka baik dari segi fisik, mental maupun 
                                                 
1
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,  Pasal 1 Ayat (2). 
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sosial. Perlindungan  anak adalah penjelmaan keadilan di dalam masyarakat. 
Melindungi anak diperlukan dalam perbagai bidang kehidupan negara dan 
masyarakat. Aktifitas perlindungan anak membawa akibat hukum, baik berhubungan 
dengan dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis karena Hukum adalah 
satu jaminan untuk memberi perlindungan terhadap anak. 
Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara berlebihan, tetapi perlu 
memberi perhatian kepada alam sekita rdan diri anak itu sendiri, supaya perlindungan 
itu tidak mempunyai pengaruh negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara 
rasional,  bertanggung jawab dan mencerminkan usaha yang efektif dan efesien. 
Upaya-upaya perlindungan anak tidak sepatutnya menyebabkan kematian inisiatif, 
kreatifitas, dan hal-hal lain  yang membawa kepada pergantungan anak kepada orang 
lain dan berkelakuan tanpa kontrol yang meyebabkan anak itu tidak mempunyai 
kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan hak-hak mereka dan 
melaksanakan tanggung jawabnya.  
2. Prinsip-prinsip perlindungan anak. 
a. Anak tidak dapat berjuang sendiri 
salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah;Anak itu 
modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-
haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak 
pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan 
untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2
 
                                                 
2
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), h. 47. 
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b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)   
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip 
yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai sebagai 
of paramount importence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan 
yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan 
mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best intersent of the child digunakan 
karena dalam banyak hal anak (korban) disebabkan ketidaktahuan (ignorance) karena 
usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan 
monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
3
 
c. Ancangan daur kehidupan (life-Circle Approach) 
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman  bahwa perlindungan harus 
dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu 
dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika 
ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan 
memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai 
kemungkinan cacat dan penyakit. 
Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga 
pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh 
kesempatan belajar yang baik, waktu beristirahat  yang baik dan ikut menentukan 
nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15 sampai 18 tahun, yang memasuki 
masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, 
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Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia, h. 47. 
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seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup  sempurna 
untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang 
reproduksi dan perlindungan dari berbagi diskriminasi dan perlakuan salah dapat 
memasuki perannya sebadai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. 
Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi 
penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-
anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah 
laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.
4
 
d. Lintas sektoral 
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang 
langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala 
penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan  hapalan dan bahan-bahan yang 
tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidak adilan dan sebagainya tidak 
dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan  
terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di 
semua tingkatan.
5
 
Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam 
pasal 37 dan pasal 40 konveksi hak-hak anak (convention on the rights of the child) 
yang disahkan dengan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, tanggal 25 agustus 
1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip: 
                                                 
4
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia, h. 48. 
5
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia, h. 48. 
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1) Seseorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang 
kejam, tidak manusiawi dan merendakan martabat; 
2) Pidana mati maupun pidana seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan 
memperoleh pelepasan/pembebasan (without posssibility of release) tidak akan 
dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas tahun). 
3) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekannya secara melawan 
hukum atau sewenang-wenang. 
4) Penangkapan, penahan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai 
tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat 
singkat/pendek. 
5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara 
manusiawi dengan menghormati martabatnya sebagai manusia. 
6) Anak yang dirampas kemerdekannya akan dipisah dari orang dewasa dan 
berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya. 
7) Setiap anak yang dirampas kemerdekannya berhak memperoleh bantuan 
hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan 
atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang bermenang dan tidak 
memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan 
terhadap dirinya.
6
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Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia, h. 48-49. 
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Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:
7
 
a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana 
berhak diperlakukan dengan cara-cara: 
1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan 
martabatnya. 
2) Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan 
kebebasan orang lain. 
3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau 
mengembangkan kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan 
perannya yang konstruktif di masyarakat. 
b. Tidak seorang  anakpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum 
pidana berdasarkan perbuatan (atau ”tidak berbuat sesuatu”) yang tidak dilarang 
oleh hukum nasional  maupun  internasional pada saat perbutan itu dilakukan; 
c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-
kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak): 
1) Untuk dianggap tidak bersalah  sampai terbukti kesalahanya menurut hukum; 
2) Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung 
(“promptly and directily”) atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya; 
3) Untuk perkara diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut) oleh 
badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak; 
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Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia, h. 49-51.. 
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4) Untuk tidak  dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; 
5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana,keputusan dan tindakan 
yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang 
tertinggi menurut hukum yang berlaku; 
6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh 
bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis); 
7) Kerahasiaan pribadi (privacy-nya) dihormati/dihargai secara penuh pada semua 
tingkatan pemeriksaan. 
d. Negara harus berusaha membentuk  hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan 
lembaga-lembaga secara khusus diperuntukan/diterapkan kepada anak yang 
dituduh,  dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya: 
1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan 
pelanggaran hukum pidana; 
2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui 
proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan 
hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. 
e. Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, 
pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan 
institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan 
cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraanya dan seimbang dengan keaadan 
lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan. 
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Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa 
pemerintah dan lembaga dan negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk memberikan perlindungna khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak di 
eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang menjadi korban 
penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(nafsa) anak 
korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran. 
Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 menentukan 
bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak 
yang berkonflik dengan hukum dan anak dan korban tindak pidana, merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus 
bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 
(1) dilaksanakan melalui: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping anak sejak dini, 
penyediaan sarana dan prasarana, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan 
yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk 
mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga, dan perlindungan dari 
pembeitaan dan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi 
(pasal 64 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014).
8
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Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai 
mana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan  melalui: upaya rehabilitasi, baik 
dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan 
identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan 
keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli korban, baik fisik, mental, maupun 
sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. (Pasal 64 ayat(3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 
2014).
9
 
3. Dasar hukum perlindungan anak. 
Latar belakakng dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 
(UUPA) Tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia  menjamin 
kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak 
yang merupakan Hak Asasi Manusia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang 
Dasar RI 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. 
Berdasarkan penjelasan Undang-Undang  RI Nomor 35 tahun 2014, alasan dilakukan 
perubahan dan pembaruan karena Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 
dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan 
memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Adanya tumpah 
tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan defenisi anak 
menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya kasus kekerasan (seksual) terhadap 
anak juga menunjukkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 belum 
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mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan 
melindungi hak-hak anak.
10
 
Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak menyebutkan meskipun Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban 
dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk 
memberikan perlindungan pada anak, masih diperlukan suatu Undang-Undang 
mengenai perlindungan anak sebagaimana landasan yuridis bagi pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Hal ini ditegaskan kembali melalui Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar RI 
1945 dan Konveksi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 
1990.
11
 
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggung 
jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-
hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, 
maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi 
anak diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.
12
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Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari 
janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada 
konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperehensif maka Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan 
kepada anak berdasarkan asas-asas:
13
 
1. Asas Nondiskriminasi. 
Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau 
mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, 
suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat 
memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. 
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak. 
Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menegakkan bahwa 
dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, 
masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi 
anak harus menjadi pertimbangan yang utama. 
3. Asas hak untuk hidup,kelangsungan hidup, dan perkembangan. 
Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 
perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak 
untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin, serta 
berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, 
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mental, spiritual, moral, dan sosial, anak harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 
disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu 
orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 
4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak (partisipasi anak). 
Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang 
memberikan hak kepada anak untuk meyatakan pendapat dalam segala hal yang 
memengaruhi anak, meliputi: 
a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 
b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan; 
c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan  
d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang 
tidak sehat. 
Melalui Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan 
perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan 
kekerasan dipertegas. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 telah menambahkan 
defenisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang perlindungan 
anak. Tujuan dibentuknya Undang-Undang perlindungan anak adalah untuk 
melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, 
penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan 
diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang 
tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
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berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 
agar terwujud anak indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.
14
 
Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat 
karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (vulnerable group) di 
samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (refugees) pengungsi dalam 
negeri (internally displaced persons), kelompok minoritas (national minorities), 
pekerja migran (migran workers), penduduk asli pedalaman (indigenous peoples), 
dan perempuan (women). Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak 
ekonomi, sosial, dan budaya juga mengidentifikasi anak-anak sebagai kelompok 
rentan bersama-sama dengan kelompok rentan lainnya, seperti petani yang tidak 
memiliki tanah, pekerja di desa, pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum 
miskin di kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya.
15
 
Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas 
perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar 
bagi kelangsungan hidup dan berkembang anak karena anak mengalami kekerasan, 
eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan megalami resiko, seperti 
hidup yang lebih pendek, memilih kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami 
masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (temasuk putus sekolah) memiki 
keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat 
tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, di sisi lain, tindakan perlindungan 
yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh secara fisik, mental, 
                                                 
14
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, h. 25-26. 
15
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, h. 26. 
22 
 
 
 
percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan abause atau 
eksploitasi terhadap anak orang lain, termasuk anak sendiri.
16
 
Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena banyak faktor yang 
menyebabkan anak beresiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi dan 
perlakuan salah lainnya, seperti: 
1. Cara pengasuh menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi  
Pengasuhan demikian biasanya masih menggunakan pendekatan militer atau 
pendekatan otoriter. Jenis pengasuh ini memberi pengalaman kepada anak tentang 
kekerasan. Setelah dewasa, ada kecenderungan ia akan menggunakan pendekatan 
yang sama. Di sisi lain, pengasuhan yang otoriter akan menumbuhkan hubungna 
pertemanan orang tua dengan anak tanpa mengurangi nilai-nilai atau rasa hormat 
antara kedua pihak. 
2. Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan 
harapan terhadap kualitas hidup  
Kemiskinan jelas menghambat kesempatan dari cita-cita anak untuk tumbuh 
dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Pemerintah yang tidak mampu 
memberikan kesempatan kerja kepada para orang tua akan berdampak kepada anak-
anak, di antaranya, anak-anak berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk 
membayar sekolah sebab kepentingan perut lebih diutamakan dari pada sekolah. 
Setelah berhenti sekolah, anak-anak tidak mempunyai aktivitas lagi sehingga mereka 
terdorong untuk bekerja membantu orang tua. 
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3. Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitatif (nilai anak sebagai komuditas) dan 
diskriminasi  
Masih ada sebagian orang tua di masyarakat menganggap bahwa anak adalah 
hak miliknya sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan. Namun, di sisi lain, anak 
selalu dituntut untuk memenuhi kewajibannya, seperti harus menghormati orang tua, 
menurut segala perintah dan kehendak orang tua, serta tidak boleh membangkang. 
Begitu pula ketika anak berada di sekolah, anak harus menghormati, mematuhi 
perintah, dan kehendak guru. 
 Hal ni menunjukkan bahwa anak sering masih di pandang sebagai kelompok 
yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultural, atau secara legal. Akbiatnya, anak 
menjadi rentang terhadap segala macam kekerasan (fisik, psikis, seksual, 
penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan) yang pada hakikatnya 
merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekerasan terhadap anak dapat 
terjadi di ranah privat, seperti di dalam rumah tangga ataupun di ranah publik, seperti 
di sekolah dan di tempat umum lainya. 
4. Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak  
Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang 
mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi 
anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak 
yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak 
aparat penegak hukum yang masih belum menegakkan  hak anak dalam menghadapi 
dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum 
masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memposisikan seorang anak dan 
pengetahuan tentang hak-hak anak. 
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Selain itu, fakor yang menyebabkan resiko terjadinya kekerasan atau 
perlakuan salah lainnya terhadap anak dapat digolongkan berdasarkan faktor anak, 
masyarakat sosial, dan orang tua, atau situasi keluarga. Faktor anak terjadi karena 
berat badan lahir rendah sehingga mengganggu pertumbuhuhan di kemudian hari, 
baik fisik dan psikis, prematuritas, cacat, maupun anak dengan masalah 
perilaku/emosi. 
Faktor masyarakat/sosial dapat berupa tingginya tingkat kriminalitas, layanan 
sosial yang rendah, tingkat pengaruh dan kemiskinan yang tinggi, pola asuh anak 
yang dipengaruhi adat istiadat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, 
pengaruh pergeseran budaya, budaya memberikan hukuman badan kepada anak serta 
belum terciptanya budaya berkomunikasi antara orang tua/masyarakat dan anak, 
ataupun pengaruh media massa yang sarat dengan kekerasan dan pornografi. 
Selanjutnya faktor orang tua atau situasi keluarga yang menyebabkan 
kekerasan terhadap anak karena riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau 
seksual pada masa kecil, orang tua yang menikah di uisa remaja sehingga kematangan 
emosinya masih labil, kurangnya kemampuan merawat anak, keterasingan dari 
masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian, kemampuan berinteraksi dengan 
masyarakat di lingkungan sekitar, orang tua melakukan kekerasan dalam rumah 
tangga, orang tua memilliki riwayat depresi dan kesehatan mental, mempunyai 
banyak anak balita, kehamilan yang tidak dikhendaki, orang tua tunggal, pola asuh 
dalam mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, dan kurangnya 
pengertian mengenai perkembangan dan hak-hak anak. Untuk menghindarkan anak 
dari segala kekerasan maka kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, 
harus terjalin dengan baik. Selain itu, penegakan hukumnya juga harus berjalan 
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dengan baik. Untuk melakukan penegakan  hukum, maka unsur-unsur dalam suatu 
sistem hukum harus terpenuhi. 
Ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu subtansi (peraturan hukum) harus 
dibenahi; aparat hukum harus ditingkatkan pengetahuanya; pemahaman; dan 
keberpihakannya pada hak-hak anak; dan budaya hukum masyarakat harus dibangun 
agar memiliki wawasan yang lebih mengutamakan kepentinngan anak.
17
 
4. Hak-hak dan kewajiban anak. 
Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah 
deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik 
bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu: 
a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung 
dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya 
tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
pandangan polilitik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau 
status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya. 
b. Anak berhak memeperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 
kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya 
mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan,moral, spiritual dan 
kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan 
harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri 
anak harus merupakan pertimbangan utama. 
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c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama kebangsaan  
d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang 
secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada 
perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak  mendapat 
gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. 
e. Anak yang caat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan 
tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. 
f. Agar kepribadiaan anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan 
kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah 
asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus 
diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat 
jasmani dan rohani. Anak di bawah uisa lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari 
ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan 
perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak 
yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan 
bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. 
g. Anak berhak mendapat pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di 
tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat 
meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar 
kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat 
pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka 
dapat  menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak harus 
dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan 
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bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut 
terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa 
untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat 
dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak 
ini 
h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan 
pertolongan. 
i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia 
tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia 
tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan 
kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat merugikan kesehatan atau 
pendidikanya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan 
akhlaknya. 
j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi 
sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus 
dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar 
bangsa, perdamaian serta persaudaraan sementara dengan penuh kesadaran bahwa 
tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.
18
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B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga. 
Dalam bahasa inggris, kekerasan diistilahkan dengan violence. Secara 
etimology, violence merupakan gabungan  daru  “vis”  yang berarti daya atau dan 
“latus”  yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Jadi violence adalah 
tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan pelaksanaan atau tekanan fisik 
maupun nonfisik. Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap 
seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan dan 
ganas. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara 
fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara 
melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI 
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut 
UUPKDRT). Ruang lingkup dalam rumah tangga dalam hal ini adalah: (a) suami, 
istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena 
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perkawinan yang menetap 
dalam rumah tangga dan/atau; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan (pasal 2).
19
 
Keluarga dan kekerasan  sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasa bersifat 
merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan 
                                                 
19
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT 
Refika Aditama, 2012), h. 12. 
29 
 
 
 
sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan 
pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang 
diterima anggota keluarga. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak 
saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan emosional 
dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi 
kehidupannya.
20
 
Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut rawan 
adalah karena kedududkan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak 
perempuan rawan (children and women at risk) merupakan anak dan perempuan yang 
mempunyai resiko besar mengalami gangguan/masalah dalam perkembangannya, 
baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan 
dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah 
anak peremuan yang “economically disadvantaged” (anak dan perempuan dari 
keluarga miskin), culturally disadvantaged (anak dan perempuan di daerah terpencil), 
cacat, yang berasal dari keluarga broken home (keluarga retak).
21
 
Perempuan dan rumah rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi 
(karena tidak memiki bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dan 
“nrimo” dengan keadaannya. Hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya 
kekerasan. Lebih parah lagi, kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, 
perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. 
Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam 
rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. 
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Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti; kekerasan 
terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, 
keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatif pada korban, tetapi juga 
karena dilecehkannya hak-hak asasinya sebagai manusia.
22
 
Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(UUPKDRT) dilatar belakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan 
bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam 
kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun 
penelantaran rumah tangga. Harapan UUPKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa 
melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkungan rumah tangga sesuai dengan 
dasar agama yang dianutnya. Penegakan hukum dan aparat terkait dalam penanganan 
korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap 
penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, 
perlindungan dan penegakan keadilan.
23
 
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 
Phisykal abuse (kekerasa fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa 
sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik 
menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakan tetapi 
cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa 
penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, 
dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, 
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diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, 
dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, 
ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push up, lari, disuruh jalan dengan lutut.
24
 
Emotional abause (kekerasan emosinal/psikis), adalah perbuatan yang 
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (vide 
pasal 7 UUPKDRT). Kekerasan psikis seperti: tidak memperdulikan, 
mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak 
anak tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, 
diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, 
dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.
25
 
Sexsual abuse (kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual 
yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan 
hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang 
lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (vide pasal 8 UUPKDRT). 
Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa 
penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan 
penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan 
menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, 
dipeluk dengan paksa diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.
26
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Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan 
orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia 
wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut 
(vide pasal 9 ayat (1) UUPKDRT). Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga 
adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak didalam atau diluar rumah 
sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (vide pasal 9 ayat (2) 
UUPKDRT.
27
 
3. Sebab-sebab terjadinya kekerasan 
Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah: 
1) Psychodynamic model, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya 
“mothering/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh 
seseorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya 
sendiri; 
2) Personality or character trait model, hampir sama dengan psychodynamic, 
namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh 
orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang 
tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustasi/berkarakter 
buruk; 
3) Social learning model, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan 
perasan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat tergangu dengan 
kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa. 
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4) Family structure model, yang menunjukkan pada dinamika antara keluarga 
yang memiliki hubungan kasual dengan kekerasan. 
5) Enviromental stress model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah 
masalah multidimensional dan menempatkan “tekanan” sebagai penyebab 
utama. Jika ada faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti 
kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan 
menimbulkan kekerasan pada anak; 
6) Social-Psychological model, dalam hal ini “frustasi” dan “stress” menjadi 
faktor utama dalam meyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa 
terjadi karena berbagai sebab, seperti; konflik rumah tangga, isolasi secara 
sosial; 
7) Mental illness model, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, 
penyakit kejiwaan.
28
 
4. Kewajiban pencegahan kekerasan. 
1. Kewajiban orang tua 
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.29 
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2. Kewajiban pemerintah  
Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan: 
a) Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 
b) Menyelenggarakan advokasi dan sosialisai; 
c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender serta menetapkan 
standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender (vide pasal 11 dan pasal 12 
UUPKDRT).
30
 
Upaya penyelenggaraan layanan  adalah: 
a) Penyediaan ruang layanan khusus di kantor kepolisian; 
b) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; 
c) Pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme program pelayanan kerja sama; 
d) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban 
(vide pasal 13 UUPKDRT).
31
 
3. Kewajiban masyarakat 
Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upaya 
pemertintah dan/atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan 
masyarakat atau lembaga sosial lainnya (vide pasal 14). Setiap orang yang 
mendengar, melihat atau mengetahui terjadi kekerasa dalam rumah tangga wajib:  
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;  
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b. Memberikan perlindungan kepada korban;  
c. Memberikan pertolongan darurat; 4). Membantu proses pengajuan permohonan 
penetapan perlindungan (vide pasal 15).
32
 
4. Peran kepolisian  
Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan:  
a. Sejak diketahui atau diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam 
waktu 1 x 24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara 
pada korban;  
b. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau 
ditangani; 
c. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian 
wajib meminta surat penetapan pemerntah perlindungan dari pengadilan. 
Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan 
pendamping dan/atau pembingbing rohani (vide pasal 17). Kepolisian segera 
menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah 
tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian 
untuk melindungi korban (vide pasal 20).
33
 
5. Peran tenaga kesehatan 
Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan 
harus memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya dan membuat laporan 
                                                 
32
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, h. 18-19. 
33
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, h. 19. 
36 
 
 
 
tertulis tentang hasil/pemeriksaan korban dan visumet repertum. Tenaga kesehatan 
tuga memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sarana kesehatan milik 
pemerintah, pemerintah daerah, ataau masyarakat (vide pasal 21). Tenaga kesehatan 
memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban (vide pasal 40).
34
 
6. Peran pekerja sosial 
Dalam berikan pelayanan, pekerja sosial harus:  
a. Melakukan konseling;  
b. Memberikan informasi tentang hak-hak korban; 
c. Mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;  
d. Melakukan koordinasi terpadu dengan kepolisian, dinas sosial dilakukan di rumah 
aman milik pemerintah, pemda, atau masyarakat (vide pasal 22).
35
 
7. Peran relawan pendamping 
Memberika pelayanan, relawan pendamping dapat:  
a. Menginformasikan hak korban untuk mendapatkan pendamping; 
b. Mendampingi dengan membingbing korban; 
c. Mendengar keluhan korban secara empati;  
d. Memberikan pengarahan secara psikologis dan fisik kepada korban (vide pasal 
21).
36
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8. Peran pembimbing rohani 
Dalam berikan pelayanan, pembimbing rohani harus menjelaskan mengenai 
hak dan kewajiban dan memberikan penguatan imam dan takwa kepada korban (vide 
pasal 24).
37
 
9. Peran advokat 
Dalam memberikan pelayanan, advokat wajib: 
a. Memberikan konsultasi hukum; 
b. Mendampingi korban dalam proses hukum; 
c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan 
pekerja sosial (vide pasal 25).
38
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas 
menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang 
dengan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan 
kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian 
dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi 
yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena 
secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa 
kesimpulan dari data tersebut.
1
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. 
Penelitian normatif ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk 
melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 
lingkungan masyarakat sedangkan penelitian empiris, ialah jenis penelitian dengan 
mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder. Penggabungan antara pendekatan 
hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Mengakaji 
pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan 
penelitian secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 
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masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan atau 
implementasi itu diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.
2
 
2. Lokasi Penelitian  
 Penelitian ini memilih lokasi pada lembaga bantuan hukum (LBH) APIK 
Makassar dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi 
persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen 
yang dibutuhkan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
2. Pendekatan kasus (Case Approach). 
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telah pada kasus kekerasan 
dalam rumah tangga di Kota Makassar. 
3. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa 
yang ada didalam teks-teks Al-Quran dan hadis serta pendapat-pendapat ulama. 
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C. Sumber Data     
 Penelitian ini menggunakan data penelitian dari LBH APIK Makassar dengan 
menggunakan metode penggumpulan data primer dan sekunder. 
1. Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian 
lapangan dengan melalui; interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan 
dengan mengadakan wawancara dengan informan penelitian untuk memperoleh 
keterangan yang lebih jelas dan mendalam. 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan 
bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data  
1. Observasi 
Dalam teknik ini, pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada 
jalur tujuan penelitian yang dilakukan. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada 
fenomena sosial maupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu 
harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.
3
 
2. Wawancara 
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 Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan 
responden dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.
4
 Untuk 
mendapatkan informasi lebih, penelitian ini melakukan wawancara dengan informan 
yang terdiri atas beberapa pihak yang bertanggung jawab yaitu Direktur LBH APIK 
Makassar. 
3. Dokumentasi  
 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Perlu 
diketahui, yang dimaksud dokumentasi tidak hanya berupa foto saja. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
5
 
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari 
responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini 
menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian 
yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.
6
 Adapun instrumen 
penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1) Peneliti sebagai intrumen pertama. 
2) Pedoman wawancara. 
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3) Handphone atau camera untuk dokumentasi. 
4) Alat tulis. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.
7
 
Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan 
menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk 
kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran umum Kota Makassar. 
Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung 
Pandang adalah Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota 
metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar 
terletak dipesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di 
sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene disebelah utara, Kabupaten Maros 
disebelah timur dan Kabupaten Gowa disebelah selatan. Dari aspek pembangunan 
dan infrastrukur, kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, 
yaitu kota terbesar di luar pulau jawa setelah kota Medan. Dengan memilki wilayah 
seluas 199, 26 km2 dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada 
diurutan kelima berpenduduk terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Medan. Secara demografis, kota ini tergolong multi etnik atau multi kultur 
dengan beragam suku bangsa yang menetap didalamnya, diantaranya yang signifikan 
jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas 
Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, 
Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Pallubutung, Pisang Ijo, Sop Suadara, dan Sop 
Konro.
1
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KONDISI%20DAERAH.pdf.html (23 Januari 2018). 
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2. Gambaran umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Makassar. 
LBH APIK Makassar didirikan pada tanggal 15 Desember 2001 dan diaktekan 
pada tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Soesanto Wibowo. LBH APIK Makassar 
adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan 
demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki 
dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan 
ini hendaknya dicapai dengan mewujudkan system hukum yang berperspektif 
perempuan yaitu system hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan 
dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan – laki-laki dengan terus-menerus 
berupaya menghapuskan ketidakadilan, dalam bentuk marginalisasi (peminggiran 
secara ekonomi), subordinasi (peminggiran dalam hubungan kekuasaan, stereotype 
(pembakuan peran), kekerasan secara fisik, mental atau seksual dan beban berlebih 
pada satu pihak. LBH APIK mempunyai jaringan seazas dimana Sekretariat Bersama 
dipusatkan di LBH APIK Jakarta. Dalam lingkup wilayah Indonesia, LBH APIK 
tersebar di 18 (delapan belas) provinsi di Indonesia dan salah satunya adalah LBH 
APIK Makassar. 
Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, 
keadilan social, non sectarian, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah 
kelestarian lingkungan, LBH APIK Makassar berupaya memberikan bantuan bagi 
kaum perempuan pencari keadilan yang lemah secara fisik, ekonomi maupun sosial-
budaya. 
Visi 
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Terwujudnya masyarakat yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan 
dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan – laki-laki dalam segala aspek 
kehidupan. Yang berdasarkan atas sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya manusia, 
perempuan dan laki-laki, sama derajat dan martabatnya dan saling membutuhkan satu 
sama lain. 
Misi 
Mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan 
dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan-laki-laki yang ditandai dengan ciri-
ciri: tidak terjadi marjinalisasi, tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi stereotyping, 
tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada 
salah satu pihak. Caranya dengan memberikan pembelaan hukum bagi perempuan di 
dalam dan luar pengadilan; melakukan peneliitan, pengkajian atas kebiakan dan 
masalah hukum yang timbul; menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong 
terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan 
berperspektif gender. 
Aktivitas dan Program Kerja 
a. Pelayanan hukum-konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan diluar dan 
didalam pengadilan bagi perempuan pencari keadilan dan kelompok rentan lainnya 
seperti; Penyandang Disabilitas, LGBTI, HIV/AIDS, dan korban ketidakadilan 
lainnya. 
b. Pelatihan dan pendidikan masa-untuk para advokat, pengacara, buruh, mahasiswa, 
ibu RT, komunitas miskin kota/desa, paralegal khususnya perempuan untuk 
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meningkatkan kesadarakan hukum masyarakat tentang nilai-nilai hukum 
berkeadilan gender. 
c. Kajian, publikasi informasi dan dokumentasi tentang: 
1) Sistem hukum yang berakibat pada relasi gender. 
2) Penegakan hak-hak kaum perempuan dan informasi hukum tentang cara-cara 
menyelesaikan persoalan perempuan. 
3) Berita media masa-media elektronik, buku-buku dan bahan percetakan tentang 
hukum dan gender. 
4) Kampanye dan perubahan kebijakan gerakan penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan (KDRT, kekerasan seksual, dan lain-lain).
2
 
B. Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang dilakukan LBH APIK Makassar 
Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, 
kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam 
pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi 
menurut hukum.
3
 Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus 
diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
RI 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada 
perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, 
baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum 
terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah 
                                                 
2
Lbhapikmakassar.org, (23 Januari 2018). 
3
Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Aswaja 
Pressindo, 2016), h. 13. 
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masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai 
korban tindak kekerasan. 
Korban adalah orang-orang yang telah menderita kerugian, termasuk kerugian 
fisik atau mental. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ini 
hendaknya perlu dipahami begitu banyak banyak faktor yang memicu terjadinya 
kekerasan pada anak ini, contohnya tidak ada kontrol sosial pada pelaku kekerasan 
pada anak meskipun pelaku merupakan orang tua atau kerabat dekat sekalipun. 
Faktor kemiskinan yang dianggap sebagai pusat masalah sehingga anak menjadi 
pelampiasan amarah karena kemiskinan tersebut. 
Penyiksaan dan kekerasan yang menimpah anak-anak dalam lingkungan 
keluarga dapat memberi dampak yang negatif terhadap anak baik secara fisik maupun 
psikis. Secara fisik, kekerasan atau penyiksaan terhadap anak akan mengakibatkan 
luka fisik, cacat permanen, pertumbuhan jasmani yang tidak normal dan sebagainya. 
Anak yang ditelantarkan (dari segi kebutuhan hidupnya) akan mengalami 
perkembangan jasmani yang tidak baik, kesehatanya terganggu, pendidikanya 
terabaikan. 
Secara psikis penyiksaan dan kekerasan yang menimpa anak dalam rumah 
tangga dapat mengakibatkan gangguan penyesuaian terhadap lingkungan dan 
kelainan perilaku. Anak yang menjadi korban penganiayaan, dalam periode 
perkembangan yang sangat peka ini, dapat mempunyai konsekuensi serius bagi 
perkembangan mereka ketika dewasa dan dapat mempengaruhi keseimbangan emosi. 
Disamping itu, dapat menyebabkan anak-anak berjalan tanpa konsep karena tidak 
pernah memperoleh mekanisme interaksi dari orang tuanya. 
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Penyiksaan dan kekerasan emosional (psikis), yang berbentuk menghina, 
memfitnah, mencaci maki, pencemaran nama baik, membohongi, mempermalukan, 
ancaman dan sebagainya, mengakibatkan anak menjadi rendah diri (tidak percaya 
diri), pemalu, masa bodoh, juga dapat memicu perilaku destruktif. Dalam 
kenyataanya, orang tua yang menyiksa, dahulu adalah korban penyiksaan juga, sama 
seperti anak yang disiksa mereka. 
Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan 
sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur 
dalam Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam 
situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas 
dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,  
psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik, dan/atau mental, anak yang 
menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
4
 
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata. 
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial. 
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 
5. Pelibatan  dalam peperangan. Dan 
                                                 
4
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 (2). 
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6. Kejahatan seksual.5 
Fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi sebuah sorotan 
keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap saebagai suatu indikator buruknya 
instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 
Tahun 2014 pada Pasal 20 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
6
 
Dalam Undang-Undang perlindungan anak juga sudah dibentuk suatu komisi 
dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak beserta 
tugas atau sesuai dalam Pasal 74 yang berbunyi: 
(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan 
pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. 
(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi 
Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk 
mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”7 
Untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak didalam Undang-Undang 
perlindungan anak juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam melindungi 
anak, tepatnya di dalam Pasal 72 yang berbunyi: 
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara 
perseorangan maupun kelompok. 
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang 
perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, 
                                                 
5
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, h. 5. 
6
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 20. 
7
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 74 (1 
dan 2). 
50 
 
 
 
organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia 
usaha.
8
 
Di dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) juga memberikan 
perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan bahwa:  
Pasal 16: 
(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian 
wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. 
(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling 
lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian 
wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
9
 
Pasal 17: 
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama 
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
10
 
Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada beberapa jenis kekerasan antara lain: 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang 
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 
a. kekerasan fisik; 
                                                 
8
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 72 (1 
dan 2). 
 
9
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dalam pasal 16 (1, 2 dan 3). 
10
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dalam pasal 17. 
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b. kekerasan psikis; 
c. kekerasan seksual; atau 
d. penelantaran rumah tangga.11 
Korban berhak mendapatkan: 
1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, 
lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 
2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 
4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat 
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 
5) pelayanan bimbingan rohani. 
Hal yang harus dipahami untuk mencegah kekerasan terhadap anak adalah 
prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip Nondiskriminasi, prinsip yang terbaik 
bagi anak (The Best Interest Of The Child), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup 
dan perkembangan anak dan prinsip menghargai pandangan anak.
12
  
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia 
dan sejahtera. 
                                                 
11
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dalam pasal 5. 
12
M. Arief Mansur dan Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan 
Realita (Jakarta: Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, 2007), h. 122.  
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LBH APIK Makassar mencatat jumlah kasus KDRT dari tahun 2015 sampai 
2017 sebanyak 1700 kasus. Pelaku kekerasan tersebut adalah orang terdekat korban, 
seperti Ayah Tiri, Paman, Suami, Pacar ataupun Tetangga. Ini semua adalah orang 
terdekat korban. Karena tidak ada pelaku tiba-tiba datangmelakukan kekerasan, 
miimal dia pernah melihat korban sebelumnya.
13
  
Secara umum data yang diperoleh dari LBH APIK Makassar faktor yang 
menyebabkan maraknya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak  yaitu:  
a.  Budaya patriarki yang begitu kental melekat pada masyarakat. 
b. Sifat egois yang dimiliki oleh orang tua sehingga anak turut mengalami kekerasan. 
c. Kurangnya kepedulian orang tua kepada anaknya 
d. Kurangnya kepedulian masyarakat 
e. Kurangnya peran pemerintah terhadap perlindungan anak.14 
Kekerasan yang dialami oleh anak berupa kekerasan fisik maupun psikis, 
misalnya anak dipukul, anak dimarahi karena selama ini orang tua mengabaikan hak-
hak anak, orang tua tidak menjadikan anak sebagai amanah secara otomatis orang tua 
mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak.
15
 
Dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga, LBH APIK 
Makassar menanamkan sikap responsif dan sensitif. Responsif dan sensitif berarti 
                                                 
13
Rosmiati Sain, Hasil Wawancara dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, 
(18 Desember 2017). 
14
Rosmiati Sain, Hasil Wawancara dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, 
(18 Desember 2017). 
15
Rosmiati Sain, Hasil Wawancara dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, 
(18 Desember 2017). 
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lembaga sosial peka dan tanggap terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. LBH 
APIK Makassar mendapat informasi dari masyarakat (pelapor) bahwa disuatu tempat 
telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, LBH APIK Makassar langsung 
mendatangi tempat tersebut dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah 
terjadinya viktimisasi (korban kejahatan)  kekerasan dalam rumah tangga. LBH APIK 
Makassar juga menyiapkan bantuan baik berupa kuasa hukum dan pendampingan 
psikolog mulai dari proses laporan kepolisian sampai ke pengadilan.
16
 
Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar menyampaikan bahwa dalam 
menangani kekerasan terhadap anak oleh orang tua dapat dilakukan dengan 
pendekatan preventif (pencegahan). Pendekatan preventif dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a) Menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik 
dan memberlakukan anak-anaknya secara humanis; 
b) Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya 
melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika 
sewaktu-waktu terjadi kekerasan terhadap anak; 
c) Melakukan audiensi dengan DPR/DPRD/lembaga terkait penegakan hukum untuk 
mengawal atau memproses suatu aturan terkait dengan kekerasan terhadap anak; 
d) Menyelenggarakan pelatihan, misalnya pelatihan tentang pengetahuan kekerasan 
dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, penulisan dokumen hukum, proses 
                                                 
16
Rosmiati Sain, Hasil Wawancara dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, 
(18 Desember 2017). 
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pendampingan dan lainnya yang melibatka staf dan paralegal di LBH APIK 
Makassar.
17
 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Makassar berfokus dalam bidang 
pencegahan tapi bukan berarti LBH APIK MAKASSAR tidak memberikan bantuan 
kepada para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti menemani 
pihak korban dalam proses hukum mulai proses penyelidikan, penyidikan sampai 
proses persidangan. Adapun  bentuk pencegahan yang dilakukan oleh LBH APIK 
Makassar mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan 
anak yaitu: 
1. Memberikan perlindungan secara bersama-sama agar anak tidak mengalami 
kekerasan yang berulang. Artinya masyarakat beserta para penegak hukum 
melindungi hak-hak anak dan apabila masyarakat atau penegak hukum melihat 
ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disekitarnya maka hal tersebut 
dapat di proses lebih lanjut untuk menjamin hak-hak anak guna untuk mencegah 
terjadinya korban jiwa. 
2. Memberikan pendampingan secara litigasi dan non litigasi. Artinya apabila anak 
(korban) ingin melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya 
terdahap dirinya maka pihak LBH APIK Makassar siap mendampingi korban 
mulai dari tahap pelaporan sampai tahap pengadilan guna untuk memenuhi hak-
hak anak, tapi sering kali LBH APIK Makassar terlebih dahulu melakukan 
                                                 
17
Rosmiati Sain, Hasil Wawancara dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, 
(18 Desember 2017). 
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upaya perdamaian/mediasi guna untuk mencapai kesepakatan bersama agar 
komunikasi antara anak dan orang tua tidak terputus. 
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-hak anak. Artinya LBH 
APIK Makassar melakukan sosialisasi baik melalui media massa dan elektronik 
ataupun melakukan seminar-seminar di kota/kabupaten guna untuk 
memberitahukan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan 
perlindugan anak secara merata. 
4. Melatih perempuan, masyarakat untuk memberikan informasi tentang hak dan 
perlindungan anak. Artinya LBH APIK Makassar membuat posko paralegal 
yang bertujuan untuk mencapai pelayana optimal dan sistem penanganan kasus 
yang berkelanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui aspek 
hukum dan ekonomi.
18
 
5. LBH APIK Makassar membentuk pelatihan jurnalistik guna membangun 
perspektif perempuan dan anak dalam pemberitaan. 
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: 
a. Tenaga kesehatan, untuk mengeluarkan rekam medis (berkas yang berisikan 
catatan  dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan 
dan pelayanan lain kepada pasien/korban pada sarana kesehatan). 
b. Lembaga psikologi, untuk memulihkan keadaan psikis korban. 
                                                 
18
Rosmiati Sain, Hasil Wawancara dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, 
(18 Desember 2017). 
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c. Pembimbing rohani, untuk menguatkan iman dan penyelesaian dari segi agama 
dan kepercayaannya. 
Adapun sanksi pidana dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
adalah sebagai berikut: 
Pasal 44 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 
(tiga puluh juta rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta 
rupiah). 
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
19
 
Pasal 45 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 
                                                 
19
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dalam pasal 44 (1, 2, 3 dan 4). 
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kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
20 
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Bagi Anak Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Dalam Islam banyak ayat atau hadist yang menjelaskan pentingnya 
perlindungan anak. Namun secara institusional belum mencapai simpul yang 
menggerakkan perlindungan anak secara massif. Misalnya, zakat dan lembaga 
sedekah lainnya tidak berfungsi secara maksimal kecuali sifatnya ritual dan 
karikatif.
21
 Dalam QS. Al-Maa’un 107/1-3. 
                            
           
Terjemahnya: 
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik 
anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 
Ayat ini menggambarkan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada 
anak. Maka bagi mereka yang memiliki kemampuan, atau harta kekayaan 
berkewajiban memberikan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan anak, bukan 
memberikan sesuatu barang yang tidak berguna bagi pemiliknya, misalnya baju 
bekas.
22
 
                                                 
20
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dalam pasal 45 (1 dan 2). 
21
Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Cet. I 
Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 208. 
22
Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak , h. 208-
209. 
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Kekerasan terjadi baik di lingkungan keluarga maupun di luar rumah tangga. 
Dan semua bentuk kriminalitas, baik di lingkup domestik maupun publik akan 
mendapatkan sanksi sesuai jenis kejahatannya, baik pelakunya laki-laki maupun 
perempuan.   
Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang 
menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali 
lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa 
laki-laki atau perempuan. Berikut ini beberapa perilaku jarimah dan sanksinya 
menurut Islam terhadap pelaku: 
1. Qadzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik  berzina 
tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi 
hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Alah SWT: 
“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali’. Hal i 
ni sesuai dengan firman Allah dalm QS. An-Nur 24/4-5. 
                         
                         
                       
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan 
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang 
menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian 
mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali 
orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud 
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wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan 
muslimah.
23
 
Sanksi pencambukan yang disebut disini, ada yang memahaminya antara lain 
Abu Hanafiah Sebagai hak Allah. Sehingga yang dicemarkan namanya tidak berhak 
memaafkan dan yang bersangkutan tetap harus dicambuk. Sedangkan Imam Malik 
dan Syafi’i menilainya hak yang dicemarkan namanya, sehingga bila ia memaafkan 
maka gugurlah pencambukan itu. Ayat ini memberi kesan perlunya menutup aib 
orang lain dan memelihara nama baik siapapun yang tidak terang-terangan 
melakukan kedurhakaan.
24
 
2. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi 
pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Firman Allah  “Diwajibkan atas kamu 
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” Hal ini sesuai dengan 
firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/179. 
                    
Terjemahnya: 
Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
25
 
Ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum qishash terdapat 
jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena, siapa yang mengetahui bahwa 
jika ia membunuh secara tidak sah, ia terancam pula untuk dibunuh, maka pastilah ia 
                                                 
23
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Cet. I; Depok Sabiq, 
2012), h. 279. 
24
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur’an (Jakarta: 
lentera hati, 2002), h.290. 
25
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 21. 
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tidak akan melangkah untuk membunuh. Bisa jadi hikmah ini tidak dipahami oleh 
semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal yang jernih dan menggunakannya, 
pasti akan tahu. Karena itu ayat ini menutup penjelasannya dengan menyeru “wahai 
Ulu al-Albab”. Ulu al-Albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni yang 
tidak diselubungi oleh kulit yakni kabut ide yang dapat melahirkan kerancauan dalam 
berfikir. Yang merenungkan ketetapan Allah dan melaksanakannya diharapkan dapat 
terhindar dari siksa, sedang yang menolak ketetapan ini maka pasti ada kerancauan 
cara berfikirnya. 
Di atas dikemukakan bahwa qishash, berarti persamaan sanksi dengan dengan 
perbuatan terpidana. Dengan kata lain qishash, Alquran bermaksud mengingatkan 
bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya 
mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban.
26
 
3. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya adalah kewajiban 
membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. 
Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat 
(50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 
diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor 
unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka 
sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta. 
Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang sering kali 
terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun 
suami. Misalnya ada suami yang memukuli istri dengan berbagai sebab, ibu yang 
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur’an, h.394. 
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memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, atau pembantu rumah 
tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya. Semua 
bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena 
merupakan bentuk kriminalitas (jarimah). 
Perlu digaris bawahi bahwa dalam konteks rumah tangga, suami memiliki 
kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. Hal ini 
sesuai firman Allah Swt dalam QS. At-Tahrim 66/6. 
                        
                         
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.
27
 
Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus 
bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria 
(ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada 
perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya 
ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. 
Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan 
masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. 
                                                 
27
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 448. 
62 
 
 
 
Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi 
oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.
28
 
Kaidah itu antara lain: pukulan yang diberikan bukan pukulan yang 
menyakitkan, apalagi sampai mematikan; pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara 
lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman/pengertian; tidak 
baleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali (karena dikhawatirkan akan 
membahayakan); tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, 
kepala dan dada; tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali sangat 
terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan); tidak boleh memukul anak di 
bawah usia 10 tahun, jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi 
kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dan lain-lain. 
Dengan demikian jika ada seorang ayah yang memukul anaknya (dengan tidak 
menyakitkan) karena anak sudah berusia 10 tahun lebih namun belum mengerjakan 
shalat, tidak bisa dikatakan ayah tersebut telah menganiaya anaknya. Pukulan yang 
dilakukan bukanlah pukulan yang menyakitkan, namun dalam rangka mendidik. 
Demikian pula istri yang tidak taat kepada suami atau nusyuz, misal tidak mau 
melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan 
jika suami memperingatkannya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Atau istri 
yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena disibukkan berbagai 
urusan di luar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar rumah bukan berarti 
bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini bukan berarti suami telah 
menganiaya istri melainkan justru untuk mendidik istri agar taat pada syariat. 
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Kewajiban orang tua adalah menyanyangi dan haknya adalah memperoleh 
penghormatan dari anaknya. Berbicara mengenai hak pasti di sisi lain ada kewajiban. 
Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan 
haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya prinsip ini tidak bisa dipisahkan. 
Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang, dan orang 
tua diwajibkan menyanyangi jika memperoleh penghormatan. Beginilah cara Alquran 
dan Hadis-Hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka 
harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata kasar atau sesuatu yang 
bisa menyakitkan kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-
Isra’ 17/23-24. 
                         
                              
                        
          
Terjemahnya: 
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika 
salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut 
dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 
keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan 
ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu 
terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai 
Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil". Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak 
dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan 
mereka dengan lebih kasar daripada itu.
29
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Ayat di atas menyatakan Dan Tuhanmu, yang selalu membimbing dan berbuat 
baik kepadamu telah menetapkan, dan memerintahkan supaya kamu, yakni engkau 
wahai Nabi Muhammad dan seluruh manusia jangan menyembah, selain Dia dan 
hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua, yakni ibu bapak kamu dengan 
kebaktian sempurna. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 
mencapai ketuaan, yakni berumur lanjut atau dalam keadaan lemah sehingga mereka 
terpaksa berada di sisimu, yakni dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 
engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” atau suara dan kata yang 
mengandung makna kemarahanatau pelecehan atau kejemuan walau sebanyak dan 
sebesar apa pun pengabdian dan pemeliharaanmu kepadanya dan janganlah engkau 
membentak keduanya menyangkut apa pun yang mereka lakukan apalagi melakukan 
yang lebih buruk dari membentak dan ucapkanlah kepada keduanya sebagai ganti 
membentak, bahkan dalam setiap percakapan dengannya perkataan yang mulia, yakni 
perkataan yang baik, lembut dan penuh kebaikan serta penghormatan.
30
 
Ayat ini memerintahkan anak bahwa, dan rendahkanlah dirimu terhadap 
mereka berdua didorong oleh karena rahmat kasih sayang, kepada keduanya, bukan 
karena takut atau malu dicela orang bila tidak menghormatinya dan ucapkanlah, 
yakni berdoalah secara tulus: “Wahai Tuhanku, Yang memelihara dan mendidik aku 
antara lain dengan menanamkan kasih pada ibu bapakku, kasihilah mereka keduanya, 
disebabkan karena atau sebgaimana mereka berdua telah melimpahkan kasih 
kepadaku antara lain dengan mendidikku waktu kecil.”31 
                                                 
30
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur’an, h.441. 
31
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasiaan Al-Qur’an, h.444. 
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Berdasarkan dari seluruh ayat diatas tampaknya yang menjadi titik utama 
adalah anak. Maka posisi orang tua sebagai pendidik seharusnya memberikan kasih 
sayang secara adil, tidak melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak dan tidak 
diskrimanatif. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 
LBH APIK Makassar yaitu: 
a. Memberikan perlindungan secara bersama-sama agar anak tidak mengalami 
kekerasan yang berulang. 
b. Memberikan pendampingan secara ligitasi dan non ligitasi. 
c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-hak anak. 
d. Melatih perempuan, masyarakat untuk memberikan informasi tentang hak dan 
perlindungan anak 
e. LBH APIK Makassar membentuk pelatihan jurnalistik guna membangun 
perspektif perempuan dan anak dalam pemberitaan. 
2. Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan bagi anak korban kekerasan 
dalam rumah tangga yaitu anak sebagai generasi penerus dan karunia dari Allah 
maka dari orang tua diwajibkan untuk menjaga anak-anak baik itu anak 
kandungnya maupun anak orang lain sesuai dengan QS. At-Tahrim ayat 6. 
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B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar  
1. Seharusnya LBH APIK Makassar tidak hanya berfokus pada tahap pencegahan 
terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.  
2. Anak merupakan karunia dari Allah maka dari itu orang tua sebagai pihak yang 
di amanahkan harus menjaga dengan baik. 
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